
 

 
 

 
 

BUPATI MAJENE 
PROVINSI SULAWESI BARAT 

 

PERATURAN BUPATI MAJENE 
NOMOR 8 TAHUN 2020 

 

TENTANG 

 
PERUBAHAN PENJABARAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2020 
 

BUPATI MAJENE, 
 

Menimbang :  bahwa sehubungan dengan keadaan yang menyebabkan antar 
unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, 

keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran 
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun 

anggaran berjalan, maka perlu dilakukan pergeseran pada 
Peraturan Bupati Majene Nomor 47 Tahun 2019 Tanggal 30 

Desember 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

 

 
Mengingat :   1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II  di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 

74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 

3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 206); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

5. Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
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6. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

IndonesiaTahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik IndonesiaNomor 4355); 

7. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
IndonesiaNomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara 
Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 105, Tambahan 

Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 
Nomor 4422); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3685); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota DPRD (Lembaran Negera Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 

ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4712); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5340); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia 2010 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155); 

19. Peraturan Pemerintah 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4585); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4641); 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Pertangggungjawaban Pemerintahan Daerah kepada 
pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah kepada DPRD dan informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4693); 

23. Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

24. Peraturan Pemerintah 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5219); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

26. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene 
Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 

4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Perubahan pertama atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 

2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene 

Tahun 2016 Nomor 4; 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 2 Tahun 2018 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Majene Tahun 2017 Nomor 4); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 
2016 tentang Pembentukan & Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 
Nomor 12); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 15 Tahun 
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Majene Tahun 2018 Nomor 3); 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PERUBAHAN 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. 
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Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2020 yang sebanyak Rp. 969.757.408.491,40 tidak mengalami 
perubahan tetap sebesar Rp. 969.757.408.491,40 rincian 
sebagai berikut : 

 
1. PENDAPATAN 

a. Semula Rp.  989.112.233.322,00 
b. Berkurang Rp.  (99.501.432.916,50) 

Jumlah Pendapatan  
Setelah Perubahan Rp. 889.610.800.405,50 

 
2. BELANJA 

a. Semula Rp. 0,00 
b. Bertambah Rp. 0,00 

Jumlah Belanja Setelah  
Perubahan Rp. 0,00 

 
Surplus/(Defisit)  

setelah Perubahan Rp. 0,00 
 

3. PEMBIAYAAN 

a. Penerimaan 

1) Semula Rp. 200.000.000,00 
2) Bertambah Rp. 0,00 

Jumlah Penerimaan  
setelah Perubahan Rp. 200.000.000,00 

 
b. Pengeluaran 

1) Semula Rp. 2.000.000.000,00 

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 
 

Jumlah Pengeluaran  
setelah Perubahan Rp. 2.000.000.000,00 

 
Jumlah Pembiayaan  Netto  
setelah Perubahan Rp.(1.800.000.000,00) 

 
Sisa Lebih Pembiayaan anggaran  

setelah Perubahan Rp. - 
 

Pasal 2 

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Majene 
ini. 

 
Pasal 3 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. 
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Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 

diundangkan. 
 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam 
Berita Daerah Kabupaten Majene.  

 
 

Ditetapkan di Majene 
pada tanggal  24 April 2020 

 

BUPATI MAJENE, 
 

CAP/TTD 
 

H. FAHMI MASSIARA 
 

Diundangkan di Majene 
pada tanggal 25 April 2020 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE, 
 

CAP/TTD                                
 

H. A. ACHMAD SYUKRI 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2020 NOMOR  8. 
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